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RINGKASAN PROPOSAL
Penelitian ini menguak makna perebutan kekuasaan dalam Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan E-voting.  Selama ini Pilkades  dilakukan secara manual dengan cara masyarakat mendatangi TPS dan mencoblos gambar calon. Setelah pencoblosan Pilkades selesai jam 13.00 - masyarakat  bisa menyaksikan proses penghitungan secara terbuka. Namun dengan kemajuan teknologi informasi, Pilkades manual mulai digantikan dengan aplikasi E-voting. Perubahan Pilkades manual menjadi aplikasi E-voting didasari asumsi bahwa  metode lama dengan cara mencoblos dianggap tidak efektif dan efisien. Selain itu melalui metode mencoblos dianggap lama proses rekapitulasinya, melibatkan banyak orang dan rentan politik uang. Hal ini selaras dengan gerakan ramah lingkungan yang digaungkan Pemerintah - bahwa metode mencoblos calon menggunakan kertas suara dianggap tidak ramah lingkungan, karena pencetakan surat suara membutuhkan penebangan banyak pohon.
Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menemukan makna dibalik kontestasi perebutan kekuasaan di ranah pedesaaan. Dengan menggunakan teori Foucault tentang governmentality dan politik teknologi  individu (the political technology of individual)  - penelitian ini mencoba keluar dari penelitian tentang E-voting yang sudah dilakukan. Penelitian sejenis cenderung menggunakan pendekatan politik atau teknologi, sehingga terkesan kurang mendalam. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah : “Bagaimana bekerjanya  governmentality dan politik teknologi individu  menghasilkan kekuasaan dalam Pilkades E-voting?”
Upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut ditempuh dengan cara keluar dari pendekatan lama: kelembagaan,struktutral,politik dan teknologi informasi. Sekalipun pendekatan politik dan struktural juga bisa mengkaji secara mendalam, namun penulis mencoba dengan hal yang baru dalam rangka menemukan novelty (kebaruan). Memang secara faktual penelitian ini juga didasarkan pada penelitian sebelumnya dan buku-buku tekait, namun peneliti mencoba keluar dari pola pikir yang biasa dengan cara mengkritisi fenomena Pilkades yang sudah berlangsung di Indonesia.
Pengumpulan data primer, dilakukan peneliti melalui wawancara mendalam, diskusi terfokus dengan beberapa narasumber terkait dan observasi lapangan. Selanjutnya peneliti mengolah data-data yang sudah terkumpul untuk mengecek validitasnya. Setelah data tervalidasi, data tersebut diklasifikasi untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Adapun pengumpulan data sekunder dilakukan peneliti melalui studi pustaka melalui pengumpulan jurnal-jurnal lima tahun terakhir dan buku-buku terkait dengan topik penelitian.
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Desa Purwomartani menjadi pilihan penelitian, karena di desa ini tinggal bersama masyarakat dengan budaya tradisional dan masyarakat modern (pendatang). Dua kelompok masyarakat ini yang rentan terhadap praktik teknologi kekuasaan yang diinstrumentasi oleh elite politik.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Sepanjang sejarah penjajahan di Indonesia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan ajang penguasaan rejim penjajah atas kelompok pribumi. Ketika era penjajahan (Belanda,Inggris dan Jepang) pemilihan Kepala Desa dimanipulasi oleh rejim penguasa untuk  melaksanakan kehendaknya - dalam penguasaan tanah dan kerja paksa (rodi). Hanya calon kepala desa (cakada) yang dekat dan memberikan upeti kepada penguasa berkesempatan direstui. Sebaliknya mereka yang tidak dekat dengan penguasa cenderung akan kalah atau dimarjinalkan. Dalam penelitian Koentjaraningrat  di desa Celepar Serayu Jawa Tengah ditemukan adanya tiga lapisan dalam masyarakat sebagai cakades, yakni: (1) keturunan ahli waris pendiri desa yang disebut “kentol’, (2) anggota masyarakat biasa yang memiliki tanah luas disebut “kuli” dan (3) masyarakat biasa yang disebut “gogol”. Dengan kata lain Pemilihan Kepala Desa hanya untuk mereka yang bergolongan bangsawan dan priyayi,sementara itu rakyat biasa tidak memiliki hak menjadi Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan model ‘bitingan’ atau direstui oleh rejim penguasa (Machab,2013:25-83; Bnd.Suhartono,1993,Koentjaraningrat,1984). 
Memasuki era kemerdekaan sampai era Orde Baru ada perubahan disain tentang pemerintahan desa yang berdampak pada hadirnya cakades dari partai politik. Pemilihan cakades dengan gambar padi,jagung, ketela, pisang dan seterusnya. Masyarakat memilih gambar tersebut yang mewakili cakades.  Walau tampak samar-samar, sesungguhnya ajang Pemilihan Kepala Desa menjadi kontestasi perebutan kekuasaan antar partai politik. Elite politik sangat berharap  menguasai desa-desa sebagai basis dukungan massa baik dalam Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Kepala Daerah. Asumsi dibalik penguasaan desa ialah figur Kepala Desa merupakan patron yang dianut dalam masyarakat. Apa yang diperintahkan oleh Kepala Desa akan diikuti oleh masyarakat. Selaras dengan bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan penerapan demokrasi liberal - pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan metode pencoblosan gambar cakades. Secara esensi desa menjadi ajang perebutan kekuasaan antara pemerintah/rejim  dan elite politik (Machab,2013; Bnd.Suhartono,1993;Koentjaraningrat,1984; Rasyid,1977). 
Namun seiring dengan perkembangan jaman, dimana teknologi dan informasi telah menguasai perilaku manusia, maka Pilkades pun menggunakan sistem E-voting. Rejim kekuasaan dari birokrasi administrasi beralih ke rejim teknologi, dimana aplikasi E-voting menjadi parameter untuk menentukan Kepala Desa. Hal ini tersurat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentuan Kepala Daerah yang dilakukan secara elektronik. Dalam bagian menimbang poin a dan b disebutkan argumen utama bahwa Pilkades dengan sistem E-voting untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan bermuara pada pelayanan yang efektif, efisien dan kesejahteraan masyarakat. Apakah tanpa Pilkades dengan sistem E-voting pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif dan efisien (?)
B.Urgensi Penelitian
Oleh karena itu topik Pilkades E-voting ini relevan dalam ilmu pemerintahan untuk diteliti. Peneliti memaparkan urgensi mengapa penelitian terhadap Pilkades dengan sistem E-voting tersebut perlu dilakukan. Tampaknya penggunaan sistem E-voting dalam Pilkades serentak (49 Desa) di Kabupaten Sleman menimbulkan lima masalah mendasar, sebagai berikut : pertama,intervensi pemerintah melalui teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam Pilkades bukanlah kebutuhan masyarakat desa. Sesungguhnya dibalik penggunaan teknologi tersebut ada unsur elite yang memeroleh keuntungan, karena pembelian perangkat komputer dan aplikasi E-voting yang tidak dilakukan melalui tender terbuka, namun berdasarkan kerjasama/penunjukan. Hal ini semakin menguatkan sinyalemen bahwa Pilkades E-voting hanya menguntungkan Pemda dan atau elite politik. 
Kedua, proses transparansi hilang.Oleh karena hasil Pilkades ditentukan oleh mesin alogoritma, maka proses transparansi  pemungutan dan penghitungan hasil suara menjadi kurang transparan. Proses transparansi adalah esensi membangun kepercayaan publik terhadap hasil Pilkades. Dalam sistem e-voting semua hasil pungut dan hitung diserahkan kepada mesin dengan rumus alogoritma. Jadi belum ada keterbukaan tentang proses pungut hitung atau  rekapititulasi.Dengan demikian hasil Pilkades rawan terhadap ‘pembajakan’ suara yang berujung pada delegitimasi.
Ketiga,partisipasi masyarakat dalam proses rekapitulasi Pilkades hilang.Dalam proses rekapitulasi pasca Pilkades secara manual masyarakat ikut terlibat langsung menyaksikan dan mengikuti proses dari awal sampai akhir. Artinya keterlibatan masyarakat dan saksi-saksi sangat dominan mewarnai proses rekapitulasi hasil Pilkades. Dengan menggunakan e-voting, partisipasi masyarakat untuk ikut menjadi saksi hilang dan digantikan dengan bekerjanya mesin. Penggantian partisipasi masyarakat dengan mesin dapat dimaknai sebagai dehumanisasi demokrasi. Esensi demokrasi ialah kedaulatan dari, oleh dan untuk rakyat bukan dari, oleh dan untuk mesin.
Ke empat,sebagian besar masyarakat belum melek teknologi. Sebagian besar masyarakat Desa belum mendapatkan sosialisasi tentang Pilkades E-voting tersebut, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui. Selain itu sebagian besar kelompok lansia, petani dan peternak yang tinggal di daerah pinggiran belum melek teknologi. Sosialisasi terhadap mereka belum ada dan ditambah adanya perubahan yang mendadak - hal ini bisa menjadi hambatan terhadap kelancaran pelaksanaan Pilkades.
Ke lima, penolakan oleh Kepala Desa. Fenomena penolakan Pilkades E-voting oleh puluhan Kepala Desa mengindikasikan adanya kekuatiran masyarakat yang belum siap dengan sistem e-voting (https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/08/01/512/1009512/; https://jogja.tribunnews.com/2019/08/01/;https://dprd.slemankab.go.id/2019/08/)
Selama ini masyarakat memilih Kepala Desa dengan cara mencoblos gambar cakades dengan paku, bukan menyentuh layar monitor komputer. Seolah ada ‘pemaksaan’ dari Pemda dan elite politik untuk mengubah sistem pemilihan dengan cara baru tanpa proses sosialisasi yang matang dan bertahap.Selain itu penggunaan sistem Pilkades yang baru tidak disertai  proses sosialisasi yang matang kepada masyarakat,sehingga wajar puluhan Kepala Desa menolak sistem E-voting. Dampak kurangnya sosialisasi yang matang tersebut  rawan terhadap kurangnya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS. Selain itu tidak ada jaminan terhadap keamanan suara pemilih dengan sistem E-voting yang off line - suara pemilih dapat ‘dibajak’ atau dialihkan oleh para hacker. Hal ini bisa terjadi karena sistem rekapitulasi hasil suara dilakukan oleh mesin secara off line tanpa  disaksikan oleh para saksi-saksi dan masyarakat.
Berdasarkan lima argumen permasalahan tersebut di atas, maka penelitian ini relevan dilakukan untuk mengkritisi kebijakan Pemerintah dan elite politik untuk mencari solusinya. 



C.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah dan pentingnya kajian ini,maka pertanyaan penelitian ini diformulasikan : “Bagaimana bekerjanya governmentality dan politik teknologi individu  menghasilkan kekuasaan dalam Pilkades E-voting?”
D.Tujuan Penelitian
       Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi dan menemukan pengetahuan baru (novelty), khususnya dibidang pemerintahan desa yang mandiri tanpa intervensi pemerintah dan elite politik. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini menjadi rintisan awal untuk penelitian Pilkades E-voting yang lebih besar di Indonesia.
E.Kontribusi dan Manfaat Penelitian
Kontribusi dan manfaat penelitian ini meliputi dua hal,yakni : (1) teoritis dan (2) praktis.Secara teoritis,hasil penelitian ini akan memperkaya diskursus tentang sistem pemerintahan desa mandiri yang masih sedikit diteliti oleh para pakar Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan teori  sistem pemerintahan desa yang mandiri dalam Ilmu Pemerintahan dengan perspektif governmentality dan politik teknologi individu. Adapun manfaat hasil penelitian secara praktis, sebagai berikut :
1. bahan dasar untuk merumuskan model sistem pemerintahan desa yang mandiri  pada ranah lokal/desa.
2. merumuskan model relasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa 







  F.Luaran Penelitian
Luaran hasil penelitian berupa karya ilmiah yang akan dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi Kemenristekdikti dan buku ajar. Adapun rencana publikasi jurnal Nasional yang terakreditasi (Sinta 1 atau Sinta 2), sebagai berikut:
1. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik,Departeman Politik dan Pemerintahan  Universitas Gadjah Mada terakreditasi  Kemenristekdikti Surat Keputusan No. 30/E/KPT/2019 (November 11, 2019), E-ISSN : 2502-7883; website : https://jurnal.ugm.ac.id/jsp
2. Jurnal Politik, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia terakreditasi Kemenristekdikti Surat Keputusan No. 21/E/KPT/2018 (periode 2016-2020), E-ISSN: 2461-0615; website : http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp 
3. Buku ajar bagi mahasiswa/mahasiswi














BAB II
KERANGKA  KONSEPTUAL PENELITIAN

Pada bagian landasan konseptual ini,penulis memaparkan tentang landasan teori yang membingkai kerangka pikir penelitian ini. Landasan konseptual dipaparkan melalui tinjauan pustaka dan penelitian yang sejenis. Malalui pemaparan ini,penulis akan memfokuskan pada dua hal, yakni : (1) relasi governmentality dan kekuasaan dan (2) politik teknologi individu (the political technology of individual). Setelah memaparkan konsepsi teori,langkah berikutmya ialah penulis melakukan dua hal,yakni : (1) konstruksi terhadap konsepsi dan (2) menyusun kerangka pikir penelitian.
1. Relasi Governmentality dan Kekuasaan
Kontestasi dalam Pilkades merupakan pewujudan perebutan kekuasaan dalam bentuk yang paling sederhana. Pemerintah Daerah Sleman telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2019 tentang penggunaan sistem E-voting dalam Pilkades. Dalam hal ini Pemerintah telah mengatur regulasi, agar ditaati oleh masyarakat selaku pemilik kedaulatan tertinggi. Namun proses pembuatan Perda Nomor 18 Tahun 2019 tersebut terkesan sarat dengan berbagai kepentingan elite politik dan Pemda. Untuk menelaah pengaturan Perda Nomor 18 Tahun 2019 tersebut penulis menggukanan teori Foucault tentang governmentality (kepengaturan). Governmentality adalah kepengaturan atau strategi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat tanpa mereka menyadarinya. Melalui proses pewacanaan dan kebijakan yang diwujudkan melalui peraturan dan dengan tujuan untuk kemaslahatan orang banyak - governmentality dimanfaatkan sebagai taktik untuk menumbuhkan citra pemerintahan yang berpihak pada rakyat.Selanjutnya Foucault (1978) menuliskan tentang governmentality, sebagai berikut :
“The art of government, as becomes apparent in this literature, is essentially concerned with answering the question of how to introduce economy— that is to say, the correct way of managing individuals, goods, and wealth within the family (which a good father is expected to do in relation to his wife, children, and servants) and of making the family fortunes prosper— how to introduce this meticulous attention of the father toward his family into the management of the state.”

Bahwa kekuasaan itu seni memerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat, dimana kecukupan kebutuhan dasar masyarakat menjadi tujuan utamanya. Dalam hal ini governmentality bertujuan  untuk mendatangkan kemaslahatan bagi orang banyak. Hal ini selaras dengan kajian Tania Li (2007) governmentality dibedakan dari tujuan untuk kemaslahatan orang banyak dan kekuasaan mutlak. Dalam perspektif Foucault kekuasaan itu menyebar dan ada  dimana-mana - maka secara mikro kekuasaan itu digambarkan seperti seorang bapak yang mencukupi kesejahteraan keluarganya. Sebaliknya kekuasaan mutlak yang dimaksud adalah kekuasaan seorang raja yang mencakup atas seluruh wilayah, kekayaan dan perintah yang harus ditaati secara mutlak oleh seluruh masyarakat. 
 Dalam pandangan Foucault kekuasaan bukanlah negatif, kekerasan dan hegemonis seperti yang dipersepsi Machiaveli,Hobbes dan Gramsci. Kekuasaan bukanlah didasarkan penguasaan ekonomi atau manipulasi ideologi seperti yang dipersepsi Marx. Bukan juga kekuasaan yang didasarkan pada kharisma seperti yang dipersepsi Weber. Selain itu menurut Foucault kekuasaan bukan berwujud struktur atau institusi seperti negara, melainkan suatu situasi strategis dalam masyarakat - yang didalamnya terdapat relasi-relasi beragam, jaringan yang menyebar dan memiliki ruang lingkup yang strategis.Kekuasaan bukan dominasi yang powerfull terhadap yang powerless,melainkan kekuasaan itu menyebar dimana-mana (omnipresent). Foucault menyebut bahwa kekuasaan itu bukan dimiliki oleh negara, melainkan setiap masyarakat memiliki kekuasaan. Sifat kekuasaan yang omnipresent tersebut mengindikasikan bahwa kekuasaan ‘maha hadir dimana-mana’. Kekuasaan diproduksi secara positif  dalam situasi yang strategis oleh siapapun dan kapanpun. Ringkasnya kekuasaan itu ada dimana-mana - kekuasaan bukan diperebutkan, melainkan kekuasaan ‘membebaskan’.
Dalam buku The History of Sexuality Volume 1, Foucault (1990:94-95) mempersepsi kekuasaan ke dalam lima hal,sebagai berikut :  pertama, kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. Ringkasnya kekuasaan itu bukan diperebutkan dalam kontestasi seperti Pemilu atau Pilkades, namun kekuasaan itu ‘diproduksi’ dalam situasi strategis yang menyebar dimana-mana (omnipresent). 
Kedua, relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai. Kekuasaan bukanlah identik dengan hubungan antar lembaga negara, melainkan relasi non struktural dan non hirarkis. 
Ketiga,kekuasaan itu datang dari bawah yang mengindikasikan tidak ada lagi distingsi binary opositions, karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. Kekuasaan itu tanpa pengkutuban “atas bawah” - tidak ada jarak pemisah antara yang dipimpin dan yang memimpin. Kekuasaaan itu setara atau pewujudan egaliter, karena menyebar dimana-mana dan omnipresent.
Ke empat, relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. Oleh karena kekuasaan omnipresent, maka kekuasaan itu sifatnya terus-menerus dan tanpa subyek. Kekuasaan tersebut menyebar dan mewujud dalam wacana atau pengetahuan yang bisa dipaparkan oleh siapapun. Wacana yang menyebar tersebut sulit dibendung oleh siapapun, karena sifatnya yang omnipresent.
Ke lima, dimana ada kekuasaan, disitu pula ada anti kekuasaan (resistance). Kekuasaan yang menyebar tersebut juga menimbulkan penolakan oleh orang yang ada dalam lingkungan kekuasaan tersebut. Dengan kata lain kekuasaan  bertumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas, dimana tesis-antiresis dan sintesis kekuasaan berkembang.
B. Politik Teknologi Individu (the politcial technology of individual)
Dalam persepsi Foucault tentang kekuasaan tidaklah seperti teori Marx atau Weber- kekuasaan tidak identik dengan lembaga negara atau kharisma seseorang. Sebaliknya kekuasaan dimaknai oleh Foucault secara ‘spiritual’ - kekuasaan itu menyebar dan ada dalam diri setiap orang (omnipresent). Artinya kekuasaan itu tidak identik dengan jabatan politik atau pengaruh orang yang memiliki kapital yang besar. Dalam tulisan Foucault tentang politik teknologi individu, dia memaparkan sebagai berikut :“The general framework of what I call the “technologies of the self” is a question that appeared at the end of the eighteenth century.” (Foucault,1984). Foucault tidak membedakan antara teknis dan teknologi, walaupun secara etimologi dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Teknis berarti bersifat atau mengenai sesuatu hal,sedangkan teknologi ialah metode ilmiah untuk mencapai suatu tujuan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,2008). 
Namun yang dimaksudkan oleh Foucault tentang teknologi ialah suatu produksi pengetahuan yang berhubungan dengan kekuasaan. Oleh karena itu Foucault sering menyebut juga dengan istilah “technology of self”. Pada awalnya, Foucault mendefinisikan teknologi sebagai cara memproduksi pengetahuan untuk ‘berkuasa’ (technology of power).
Namun seiring dengan perkembangan jaman pemaknaan Foucault juga berubah pada tahun 1974 - dia memaknai teknologi sebagai pusat  kekuasaan alamiah (nature of power).Perubahan makna tersebut dilatarbelakangi pada abad tujuh belas - munculnya gerakan rasionalisme yang mengagungkan pikiran manusia.Salah satu adagium yang terkenal ialah cogito ergum sum - saya berpikir, maka saya ada (Descartes,1685). Konsepsi cogito ergo sum inilah yang memengaruhi cara pikir Foucault tentang teknologi - teknologi merupakan kekuasaan alamiah selaras dengan pikiran Descartes tentang cogito ergo sum tersebut. Dengan kata lain Foucault menekankan bahwa penguasaan atas pikiran manusia tersebut merupakan teknologi yang memproduksi kekuasaan. Sebab bagi Foucault kekuasaan itu diproduksi melalui wacana atau pengetahuan - pengetahuan tersebut yang memproduksi kekuasaan yang omnipresent (ada dimana-mana) dan tidak dapat dicegah oleh siapapun.
Namun Foucault dalam tulisan yang lain juga menekankan bawa teknologi individu tersebut akan memunculkan antitesis dalam masyarakat.Artinya teknologi individu sebagai ‘alat’ memproduksi pengetahuan atau kekuasaan tersebut akan memunculkan anti kekuasaan Ringkasnya kekuasaan yang diproduksi melalui teknologi akan memunculkan sekelompok orang yang menentangnya.
C.Kerangka Pikir Penelitian
Paparan konsepsi teori Foucault tersebut di atas menghantar kita untuk membuat kerangka pikir yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dengan meminjam kerangka pikir Foucault  bahwa untuk mengatur perilaku masyarakat tanpa mereka sadar, maka ‘direkayasalah’ kebijakan yang mengatur perilaku mereka melalui teknologi.
 Kerangka pikir Foucault  tersebut dimodifikasi oleh penulis dalam rangka penelitian ini. Pada ranah identifikasi 1 dilacak bagaimana kepengaturan elite dalam memanfaatkan kekuasaan (governmentality). Selanjutnya pada identifikasi 2 dilacak cara bekerjanya politik teknologi individu  yang secara halus memengaruhi perilaku masyarakat. Setelah identifikasi 1 dan 2, maka pada tahap identifikasi 3 peneliti akan mengkritisi penerapannya dalam Pilkades E-voting. Adapun gambar kerangka pikir penelitian ini, sebagai berikut :
Gambar 1.1. Kerangka Pikir Kajian
Identifikasi 1
Relasi Governmentality dan Kekuasaan





Identifikasi 2
Politik Teknologi Individu




    
Identifikasi 3 Reinventing Governmentality dan Teknologi dalam Pilkades E-voting

















BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

        Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir tersebut,maka  penelitian ini dikategorikan kualitatif dengan menggunakan studi kasus sebagai metode kajiannya. Studi kasus dipilih sebagai metode kajian,karena memiliki kelebihan yang mendalam dalam rangka menjelaskan suatu topik atau fenomena. Selain itu metode studi kasus juga memiliki keunggulan, karena pengungkapan atau pemaparan dilakukan secara komprehensif,sehingga menghasilkan pengetahuan (teori) yang relevan.Ringkasnya penelitian dengan metode studi kasus berupaya mengungkap kompleksitas masalah untuk membangun suatu kerangka pikir (pengetahuan) dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara,kelompok diskusi mendalam dan observasi (Bnd.Stake,2005;Yin,1986; Creswell,2007)
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
     Penelitian ini dilakukan di Desa Purwomartani Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dipaparkan dalam Bab I. Desa Purwomartani Kabupaten Sleman tepat untuk penelitian ini,baik secara teoritis dan praktis. Adapun durasi penelitian dilakukan selama tiga bulan, yakni : bulan April 2020 sampai bulan Juni 2020
C. Teknik Pengumpulan Data
     Data  penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara,diskusi dan observasi lapangan. Adapun data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi tertulis atau audio,studi pustaka,jurnal dan internet yang digunakan untuk mendukung data primer.




Tabel 1.1. Teknik Pengumpulan Data
	Jenis Data
	Teknik Pengumpulan Data

	Data Primer
	Catatan Lapangan
	Hasil Wawancara
1.Kapala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.Panitia Pemilihan Lurah
3.Kandidat Lurah
4.Anggota Komisi ADPRD Sleman
5.Staf Ahli IT BPPT Jakarta
6.Staf Bidang Pilkades
7.Observasi Lapangan
	Wawancara Mendalam/Diskusi

	Data Sekunder
	Dokumen Tertulis
	1.Data profil dan demografi desa Purwomartani
2.Data profil dan kinerja desa
3.Data regulasi Pilkades E-voting
4.Jurnal-jurnal penelitian Pilkades E-voting
5.Buku-buku E-voting
	Teknik dokumentasi

	
	Dokumen Video dan Audio
	1.Foto-foto
2.Rekaman video wawancara
	Teknik bahan video dan audio 




D. Teknik Analisa Data
Teknik analisa data dilakukan melalui data yang dikumpulkan dan diklasifikasi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Setelah data diklasifikasi dan dipilah-pilah untuk menjawab pertanyaan penelitian, langkah selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap data tersebut. Apakah data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian  valid dan sahih (?). Apabila data belum valid dan sahih dilukan recek ke lapangan. Setelah melalui tahap cek dan recek data ke lapangan, maka langkah selanjutnya melakukan analisa terhadap data tersebut dan membuat simpulan.

Gambar 1.2. Teknik Analisa Data
Data Agregat



Klasifikasi
Data 




Verifikasi Data



Simpulan












BAB IV
ANGGARAN DAN JADWAL PENELITIAN

A. Anggaran Penelitian
Anggaran penelitian secara ringkas dipaparkan dalam Tabel 1.2., sebagai berikut :
Tabel 1.2. Ringkasan Anggaran Penelitian
	No.
	Rincian Biaya
	Jumlah

	1.
	Honor tim peneliti 3 orang
	Rp. 2.000.000

	2.
	Bahan Habis Pakai dan Peralatan
	Rp    500.000

	3.
	Transportasi dan Konsumsi tim peneliti
	Rp.   500.000

	4.
	Publikasi dan Luaran
	Rp 2.000.000

	
	JUMLAH
	Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)











B. Jadwal Penelitian
 Adapun jadwal penelitian dipaparkan dalam Tabel 1.3, sebagai berikut :
Tabel 1.3. Jadwal Penelitian
	No
	Kegiatan
	Bulan April - Juni 2020

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Pembuatan Proposal
	
	
	
	
	
	

	2.
	Kontrak Penelitian
	
	
	
	
	
	

	3.
	Persiapan Penelitian
	
	
	
	
	
	

	4.
	Observasi Lapangan
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pengumpulan Data
	
	
	
	
	
	

	6.
	Telaah Data
	
	
	
	
	
	

	7.
	Seleksi Data
	
	
	
	
	
	

	8.
	Penyajian Data
	
	
	
	
	
	

	9.
	Verifikasi Data
	
	
	
	
	
	

	10.
	Laporan Kemajuan Penelitian
	
	
	
	
	
	

	11.
	Laporan Akhir Penelitian
	
	
	
	
	
	

	12.
	Seminar Hasil Penelitian (luaran)
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